
  
 

WALIKOTA TEGAL 
 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 
 

NOMOR   63  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PENUNDAAN SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN 
PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEGAL, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu 
Tanda Penduduk Non Elektronik berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2012; 

  b. bahwa untuk menyukseskan Program Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik maka perlu menunda sanksi 
administrasi keterlambatan pengurusan Kartu Tanda 

Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang 
Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan 
Pengurusan Kartu Tanda Penduduk; 

    

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

   3. Undang-Undang . . . 
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  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3321); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten 

Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai 
Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4713); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

  10.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

    

11. Peraturan … 
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  11.  Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Secara Nasional; 

  12.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6  Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan 

Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya  

Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

  13.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6); 

  14.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); 

  15.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan  (Berita Daerah Kota Tegal 
Tahun 2011 Nomor 21); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN SANKSI 

ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PENGURUSAN KARTU 
TANDA PENDUDUK. 

 

 
Pasal  1 

 
(1) Menunda pemberlakuan sanksi administrasi kependudukan berupa 

denda untuk keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk. 

 
(2) Keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Kartu Tanda Penduduk Baru; 
b. Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan; 

c. Kartu Tanda Penduduk Pergantian. 
  
 

 
 

Pasal 2 … 
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Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 24 September 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 

ttd 

EDY PRANOWO 
 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 63 

Pasal 2 
 

Pemberlakuan penundaan sanksi administasi keterlambatan pengurusan 
Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 3 (tiga) 

bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 
Desember 2012. 
 

 
Pasal 3 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal. 
 

     
Ditetapkan di Tegal 

Pada tanggal 24 September 2012 
 
WALIKOTA TEGAL 

ttd 

IKMAL JAYA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI 

ttd 

BUDI HARTONO, S.H. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19680216 198903 1 004 


